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ABSTRAK

Fatma Fauziah ( 15.0201.0024 ), Implementasi Good Governance Dalam
Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur. Program
Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
Pembimbing | Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum dan Pembimbing
Il Suharso, S.H., M.H

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan
Administrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur. Tujuan dalam penelitian
ini adalah untuk mengetahui implementasi good governance dan faktor — faktor
yang mempengaruhi implementasi good governance dalam pelayanan
administrasi di kantor pemerintah desa di kecamatan Borobudur. Komponen yang
diperhatikan dalam prinsip good governance adalah Partisipasi, Akuntabilitas dan
Transparansi. Intrumen pengumpulan data adalah wawancara terhadap informan
atau narasumber baik secara lisan maupun wawancara terstruktur. Observasi pada
lokasi penelitian dan juga berdasarkan dokumen berupa literatur, dokumen tabel,
karya tulis ilmiah yang tersedia pada lembaga yang terkait dengan penelitian.
Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan
kuantitatif atau dikenal dengan sebutan mixed methods.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam
Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa
Di Kecamatan Borobudur ada beberapa desa yang berjalan dengan sangat baik,
ada pula yang berjalan dengan baik dan ada yang kurang baik. Hal ini dapat
dilihat dari segi proses pelaksanaannya yang sesuai prinsip good governance yang
harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai program
kegiatan desa, bentuk transparansi yang diberikan setiap desa mempunyai standar
yang berbeda dan prinsip akuntabilitas setiap desa yang berbeda. Untuk itu
diharapkan pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pelayanan
terutama pada bagian sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Kata kunci : Implementasi, Good Governance, Pelayanan Administrasi.



ABSTRACT

Fatma Fauziah (15,0201,0024), Implementation of Good Governance in
Administrative Services of Village Governments in the District of Borobudur.
Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Magelang.
Advisor | Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum and Advisor Il
Suharso, S.H., M.H

The focus of this study is the Implementation of Good Governance in the
Administration of Village Government Services in the District of Borobudur. The
purpose of this research is to find out the implementation of good governance and
the factors that influence the implementation of good governance in
administrative services at the village government office in the Borobudur sub-
district. Components that are considered in the principle of good governance are
Participation, Accountability and Transparency. Data collection instruments are
interviews with informants or resource persons both verbally and structured
interviews. Observation at the research location and also based on documents in
the form of literature, document tables, scientific papers available to institutions
related to research. The method used by researchers in this study is qualitative and
quantitative methods, known as mixed methods.

Based on the results of research and data analysis conducted by researchers, in the
Implementation of Good Governance in the Administration of Village
Government Services in the District of Borobudur there are several villages that
are running very well, some are running well and some are not good. This can be
seen in terms of the implementation process in accordance with the principles of
good governance that must be implemented such as community participation in
various village activity programs, the form of transparency given by each village
has different standards and the principle of accountability for each different
village. For this reason, the government is expected to increase transparency and
accountability in services, especially in the facilities and infrastructure as well as
human resources.

Keywords: Implementation, Good Governance, Administrative Services.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan
yang prima bagi semua penduduknya yang telah diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 yang
berbunyi sebagai berikut :

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayan
publik."

Seiring dengan berjalannya kebijakan Otonomi Daerah, aparat
birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan
pelayanan publik yang lebih dengan kebutuhan daerahnya. Terdapat konsep
yang mendasar dalam mengelola urusan yang mengatur pemerintahan lokal
ini yakni prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daerah terssebut.
Otonomi daerah bermakna kemauan masyarakat lokal untuk memecahkan
berbagai masalah masyarakat demi mencapai kesejahteraan mereka.

Jadi, Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban
utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian
pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses

sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan



sebagai Kkatalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah
dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat
sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Seperti pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat dan efisien
baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya (Sutedi, 2010).

Menurut Bab | pasal | Ayat | Undang — Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik
adalah kegiatan atau rangkaiann kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang — undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atass barang, jasa, dan atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan
demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala macam bentuk pelayanan
publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang,
jasa maupun pelayanan administratif. Pelayanan publik dilakukan oleh
pemerintan kepada masyarakat yang meminta layanan. Pemerintah
berkewajiban melayani masyarakat dengan pelayanan yang memberikan
kemudahan tanpa mempersulit prosedur.

Sejalan dengan undang — undang yang berlaku, kunci utama
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah Good Governance
(kepemerintahan yang baik). Timbulnya Good Governance ini karena adanya
penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong

kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk



mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula
(Wasistiono, 2003)

Dalam penerapan good governance, perlu diperhatikan prinsip —
prinsip dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah. Secara umum, prinsip — prinsip dasar good governane
antara lain yaitu :

1. Partisipasi masyarakat

2. Tegaknya supremasi hukum

3. Peduli kepada masyarakat

4. Berorientasi terhadap konsensus
5. Efektif dan efisien

6. Keadilan (fairness)

7. Transparansi (Transparancy)
8. Tanggungjawab (Responsibility)
9. Akuntabilitas (accountability)

Upaya mengikutsertakan  masyarakat  (stakeholders) dalam
pelaksanaan pembangunan hanya dapat terwujud bila kehidupan demokrasi
berjalan dengan baik. Proses demokratisasi akan berjalan dengan baik jika
tercipta supremasi hukum yang didukung oleh Good Governance
(Purnomowati & Ismini, 2014)

Dengan demikian, good governance merupakan paradigma baru
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara

pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Perubahan tersebut lebih dikenal



dengan pergeseran paradigma dari pemerintahan (goverment) menjadi tata
pemerintahan (governance) sebagai wujud dari interaksi sosial politik antara
pemerintahan dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai berbagai
permasalahan kontemporer yang demikian kompleks, dinamis serta beraneka
ragam. Penelitian ini menganalisis prinsip partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas.

Dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal
penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Seiring dengan
munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan keleluasaan
yang lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri
jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sangat tepat
ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang
harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance
(kepemerintahan yang baik), (Nasution, 2010)

Praktek good governance juga mensyaratkan adanya transparansi
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara  keseluruhan.
Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin
penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan
praktek good governance.

Untuk menciptakan good governance yang salah satunya ditunjukkan
dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di
antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya merubah citra

pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas (accountability) adalah



suatu derajat yang menunjukkan tanggung jawab aparat atas kebijakan
maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi
pemerintah. Pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat,
karena pada hakekatnya pelaksanaan prinsip good governance sebagai upaya
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya.

Pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain pemerintahan tidak
diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat
serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan
bersama, hal ini merupakan tugas pokok pemerintahan modem. (Rasyid,
1997)

Kebutuhan  akan  Kkarakteristik good governance dalam
penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya juga menyangkut efektifitas
dan efisiensi pelayanan.. Untuk mewujudkan hal tersebut, agar tetap mampu
eksis dalam persaingan global yang semakin ketat, maka setiap organisasi
pemerintah daerah/kota harus melakukan perubahan ke arah perbaikan secara
bertahap, sistematis dan berkelanjutan (sustainable) sebagai sarana
mempermudah pencapaian tujuan. Dalam rangka itulah diperlukan kreativitas
terkait pengimplementasian good governance dalam pelayanan publik.

Kecamatan Borobudur merupakan salah satu kecamatan yang berada
di wilayah Kabupaten Magelang dengan jumlah Desa 20 (Dua Puluh) yang

dikategorikan menjadi 3 (Tiga) yaitu Desa Swasembada, Desa Swakarsa dan



Desa Swadaya adapun ciri — cirinya dari masing — masing kategori sebagai
berikut :
1. Desa Swasembada
Desa swasembada merupakan desa yang masyarakatnya mampu
mengembangkan sumber daya alam dan memanfaatkan potensinya sesuia
dengan program pembangunan regional. Ciri-cirinya adalah :
a. Tidak terikat dengan adat-istiadat

b. Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan

o

. Penduduknya padat
d. Partisipasi penduduknya sudah lebih efektif
e. Memiliki fasilitas memadai dan lebih maju.
2. Desa Swakarya
Desa swakarya, adalah desa yang masih dalam masa transisis dari
desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri- cirinya adalah:
a. Sudah tidak terisolir lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian
b. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan
prasarana lain
c. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar
d. Sudah mulai menggunakan alat-alat dan teknologi
e. Adat-istiadat tidak mengikat penuh
3. Desa Swadaya
Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi tertentu

tetapi belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri- cirinya adalah :



a. Daerah terisolir

b. Hubungan masyarakat sangat erat

c. Penduduknya jarang

d. Mata pencaharian homogen

e. Masyarakat memegang teguh adat

f. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga

g. Tekhnologi masih rendah

h. Sarana dan prasarana sangat kurang

i. Bersifat tertutup. (Keputusan Bupati Magelang
Nomor:180.182/KEP/13/2017 tentang Klasifikasi jenis desa di
Kabupaten Magelang)
Berdasarkan paparan tersebut bertujuan sebagai bahan penelitian

skripsi yang berjudul “Implementasi Good Governance dalam Pelayanan

Administrasi Pemerintah Desa di Kecamatan Borobudur*

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi good governance dalam pelayanan administrasi
pemerintah desa di Kecamatan Borobudur ?
2. Apa saja faktor — faktor yang menjadi pendukung dan penghambat
implementasi good governance dalam pelayanan administrasi pemerintah

desa di Kecamatan Borobudur ?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetahui implementasi good governance dalam pelayanan
administrasi pemerintah desa di Kecamatan Borobudur.

Untuk mengetahui faktor — faktor apa saja yang menghambat dan
menjadi pendukung implementasi good governance dalam pelayanan

administrasi pemerintah desa di Kecamatan Borobudur.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1.

Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi
civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnnya, yaitu tentang
Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi
Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur juga untuk dilakukan
penelitian lebih lanjut.

Sisi Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang
berkepentingan tentang Implementasi Good Governance dalam Pelayanan

Administrasi Pemerintah Desa di Kecamatan Borobudur.



1.5 Sistematika Penulisan Skripsi
Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas
dan menguraikan masalah mengenai Implementasi Good Governance dalam
Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Borobudur
Penulisan skripsi penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab di mana
antara bab satu dengan bab yang lainya saling berkaitan dan merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan
sitematika sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Bab | menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
penulisan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab 11 berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian
yaitu diuraikan mengenai pengertian dan teori-teori tentang Good
Governance, Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi dan Pemerintah
Desa.
BAB 11l METODE PENELITIAN
Bab 111 ini berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian
ini yang tersusun sebagai berikut : metode pendekatan, spesifikasi
penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis

data.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Administrasi
Pemerintahan Desa di Kecamatan Borobudur.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.
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2.1 Penelitian Terdahulu

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya

teori yang digunakan dalam mengkaji penelitan yang dilkukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi

terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Table 2.1 Peneliti

Terdahulu

Peneliti Terdahulu

Perbedaan Peneliti dengan

e Nama Penulis Judul Penelitian Rumusan Masalah Isi Peneliti Penulis

1. | Muhammad Analisis 1. Bagaimanakah | Menjelaskan bagaimana | Penulis melakukan penelitian
Amirul Haq | Implementasi Good | implementasi good | implementasi good | dengan mengimplementasikan
Muis Governance Dalam | governance dalam | governance dan faktor apa | good governance pada
(Skripsi, Pelayanan Publik Di | pelayanan publik di saja yang mempengaruhi | pelayanan administrasi beserta
Fakultas  llmu | Kecamatan Kecamatan implemetasi good governance | faktor — faktor apa saja yang




4"

Sosial Dan Ilmu | Panakkukang Kota. | Panakkukang Kota | dalam pelayanan publik. Dan | menjadi pendukung dan
Politik Makassar? ruang lingkupnya penelitian | penghambat  dengan  ruang
Universitas 2. Faktor-faktor apa | adalah Kantor Kecamatan. lingkupnya Kantor
Hasanudin saja yang Pemerintahan Desa.
Makassar, 2016) mempengaruhi

implementasi good

governance

dalam pelayanan publik

di Kecamatan

Panakkukang Kota

Makassar?
A.Muh  Ikhsan | Penerapaan Prinsip- | 1. Bagaimanakah | Menjelaskan bagaimana | Menjelaskan bagaimana
WR Prinsip Good | pelaksanaan prinsip | pelaksanaan asas- asas Good | mengimplementasikan beberapa

(Skripsi,

Governance Dalam

kepastian hukum, dan

Governance serta

prinsip yang ada di

Good




€T

Fakultas Hukum
Prodi Hukum
Administrasi
Negara
Universitas
Hasanudin

Makkasar,

2017)

Pelaksanaan
Pemerintah Desa

(Studi Desa Pesse,

Kecamatan Donri-
Donri,  Kabupaten
Soppeng)

prinsip

transparansi, dalam
Pemerintahan Desa
Pesse Kecamatan
Donri-donri

Kabupaten Soppeng?

2. Apakah faktor-faktor

yang menghambat
pelaksanaan prinsip
kepastian

hukum, dan prinsip
transparansi, dalam
Pemerintahan Desa

Pesse

mendapatkan hasil dari
penelitian melalui responden
dari berbagai pihak terkait
seperti  masyasrakat  dan

aparat.

Governance, selain itu juga

melihat faktor pendukung dan

penghambat dari pelayanan

administrasi  dibeberapa desa
yang ada di  Kecamatan
Borobudur. Dengan cara
melakukan  suatu  penelitian

melalui beberapa informan dan

responden dari masyarakat.
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Kecamatan Donri-donri

Kabupaten Soppeng?

Siti Hardianti
Darma Pertiwi
(Skripsi,
Departemen
Akuntansi
Fakultas
Ekonomi  dan
Bisnis
Unniversitas
Hasanuddin

Makkasar, 2017)

Analisis
Implementasi
Prinsip — Prinsip

Good Governance

Pada Pemerintahan

Desa Nepo
Kecamatan
Tanasitolo
Kabupaten Wajo

Penelitian ini

membahas sejauh mana

implementasi  prinsip-
prinsip good
governance yang
meliputi partisipasi,
transparansi,

akuntabilitas, dan
responsivitas pada
pemerintahan desa.
Secara ringkas rumusan

masalah dalam

Mengamati dan  mengkaji

kondisi di Kantor
Pemerintahan Desa Nepo dan
mengimplementasikan  pada

prinsip —  prinsip  good

governance serta mendapatkan
dari

informasi beberapa

responden di masyarakat.

Menjelaskan bagaimana
mengimplementasikan beberapa
primsip yang ada di Good

Governance, selain itu juga

melihat faktor pendukung dan

penghambat dari  pelayanan
administrasi  dibeberapa desa
yang ada di  Kecamatan
Borobudur. Dengan cara
melakukan suatu  penelitian

melalui beberapa informan dan

responden dari masyarakat.




qT

penelitian ini adalah
“Bagaimana

implementasi  prinsip

partisipasi,

transparansi,
akuntabilitas, dan
responsivitas pada
Pemerintahan Desa

Nepo, Kecamatan

Tanasitolo, Kabupaten

Wajo ?7”
Christo Analisis Penerapan | Berdasarkan latar | Mengamati dan  mengkaji | Menjelaskan bagaimana
Astriandy, Prinsip Good | belakang tersebut, | penerapakan prinsip  Good | implementasi good governance
(Skripsi, Goverment maka rumusan asalah | Goverment Governance dan | dalam pelayanan administrasi di
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o1

Program  Studi
Akuntansi
Jurusan
Akuntansi
Fakultas
Ekonomi,
Universitas
Sanata Dharma,

2018)

Governance Dalam
Pengelolaan

Keuangan Desa
(Studi Kasus Pada
Desa Parit Baru,
Kec Sungai Raya,

Kab. Kubur Raya)

yang ingin  diteliti
adalah apakah
pemerintah Desa Parit
Baru telah menerapkan
prinsip — prinsip Good
Goverment Governance
dalam pengelolaan

keuangan desa.

lebih  memfokuskan

bagian keuangan desa.

pada

Pemerintah Desa, penulis lebih
memfokuskan pada pelayanan
administrasi seperti surat
keterangan ~ (umum),  surat
keterangan tidak mampu, surat
keterangan  domisili  tempat
tinggal, surat keterangan usaha,
surat keterangan domisili usaha,
surat pengantar (umum), surat
pengantar catatan kepolisian,
surat pengantar ijin keramaian,
surat pernyataan (umum), surat
pernyataan ahli waris,

pernyataan  domisili  tempat




LT

tinggal,
penduduk,
penduduk,

kematian.

pengantar  pindah
pengantar masuk

surat  keterangan




2.2 Landasan Teori
1. Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)

Secara terminologi good governance telah diterjemahkan menjadi
penyelenggara pemerintah yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintah
yang baik dan bertanggungjawa (LAN) dan ada juga yang mengartikan
secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih. Selain itu, sejak
Woodrow Wilson memperkenalkan bida studi tersebut kira — kira 120
tahun yang lalu istilah governance sendiri sudah dikenal dalam literature
administrasi dan ilmu politik (Nuryanto.A.Daim 2014:43).

Konsep Governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan
Negara, sehingga pihak — pihak yang terlibat juga sangat luas. Genie
Rochman mengemukakan bahwa konsep goverment merujuk pada suatu
organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Joko Widodo
2001).

Perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance
terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, ekonomi dan
administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. Konsep
pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih
dominan dalam penyelnggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi.
Sedangkan dalam governance mengandung makna penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik (good governance), meliputi partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, orientasi consensus, keadilan, efektivitas
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dan efesiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Rosyada,Dede, dkk
2003).

LAN menegaskan dilihat dari segi functional aspect, governace
dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan
efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau
sebaliknya. Lembaga Administrasi Negara mengartikan good governance
adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan
penyediaan Publik good and service (Joko widodo 2001).

Menurut LAN good governance mengandung dua pengertian,
Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat
dan niali-niali yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam
pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan
keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang
efesien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-
tujuan tersebut (Joko widodo 2001).

Wujud good governance menurut LAN adalah penyelenggaraan
pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan
efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-
domain Negara sekor swasta dan masyarakat (Joko widodo 2001)

Good dalam good governance mengandung dua pengertian. Pertama,
nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai
yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan

(nasional), kemandiran, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
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Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien
dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini
tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan
sejauh mana struktur serta mekanisme serta administratif berfungsi
secara efektif dan efisien (Sedarmayanti, 2003).

Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara
yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan
menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain negara,
sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2007).

Menurut Sedarmayanti Governance Stakeholder dikelompokkan
kedalam tiga kelompok:

a. Negara/Pemerintahan, konsepsi kepemerintahan pada dasarnya
adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan
pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

b. Sektor Swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta
yang aktif interaksi dalam sistem pasar, seperti: Industri pengelolaan,
perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor
informal.

c. Masyarakat Madani. Kelompok masyarakat dalam konteks
kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah
antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik
perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi

secara sosial, politik dan ekonomi.
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Menurut Jimly Assidiq dalam sistem negara modern yang
berlandaskan pada supremasi hukum dan konsitusi, negara, pasar, dan
masyarakat madani, harus berada dalam posisi yang seimbang, dan
berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang.
Akan tetapi, pembedaan diantara ketiganya dianggap penting, sehingga
ketiganya tidak saling mengintervensi ke dalam urusan masing-masing.
Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan
hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring
dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu
sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan
(Jimly Assiddigie, 2005:43).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil .Dirumuskan
pengertian Good Governance, Vyaitu : kepemerintahan yang
mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,
efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pengertian governance menurut World Bank adalah the way state
power is used in managing economic and social resources for
development of society. Menurut World Bank mendefinisikan good
governance yaitu sebagai suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi
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dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and
political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2004)

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan
governance sebagai the exercise of political, economic, and
administrative authority to manage a nation’s affair at all levels
(Sedarmayanti, 2003).

Jika World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola
sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan
masyarakat, maka UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi,
dan administratif dalam pengelolaan negara

Penerapan good governance pada pemerintahan untuk mewujudkan
kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan
publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak
atau stakeholder, yaitu negara, masyarakat madani dan sektor swasta
(Hardiyansyah, 2011).

Asumsi dasar good governance haruslah menciptakan sinergi antara
sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor
bisnis (menggerakkan roda perekonomian) dan sektor civil society
(aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi,
efektivitas, dan efesiensi), (Mamarimbing, 2015)

Good governance merupakan sebuah sistem aturan, proses dan

perilaku yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan pada
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setiap tingkatan pemerintahan yang berbeda, baik pada pemerintah pusat
hingga ke satuan pemerintahan terendah, yaitu pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan pada good
governance akan mengarahkan pada upaya untuk memperbaiki dan
meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja akan
lebih baik. Implementasi good governance pada pemerintahan desa
seharusnya diletakkan pada dua level. Pertama, di level desa penting
dibangun good governance yang memungkinkan keterlibatan seluruh
elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan
merumuskan kepentingan desa.

Kedua, demokratisasi dalam pemerintahan desa terbentuk melalui
proses penyelenggaraan pemerintahan yang memperluas ruang publik,
pengaktifan kelompok-kelompok sosial dan forum-forum warga serta
jaringan antar kelompok. Dengan berbasiskan pada model ini maka
pembuatan keputusan dan rumusan kepentingan desa tidak ditentukan
oleh elite yang terbatas, melainkan dilakukan oleh komunitas desa secara
partisipatif, (Sholekhan, 2012)

Penerapan prinsip-prinsip dalam mendukung terwujudnya good
governance pada pemerintahan desa (Santosa, 2008).

Prinsip — prinsip Good Governance memiliki 9 prinsip yaitu :
a. Partisipasi Masyakarat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi
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memakai kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan
masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama,
partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Hal ini
dapat menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya
prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa.
Kedua, partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Partisipasi
masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan
yang menyimpang.

Prinsip partisipasi sudah diatur dalam undang-undang desa yakni
dicantumkan dengan asas partisipatif yang berarti mengikutsertakan
kelembagaan desa dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa (Sutopo, 2015).

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan desa sudah
diberi ruang yang cukup dalam bentuk voice dan akses. Masyarakat
dari seluruh lapisan termasuk golongan masyarakat menengah ke
bawah dilibatkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan desa yang
mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa. Namun menurut
peneliti masih diperlukan ketentuan ketentuan lain yang mendukung
partisipasi masyarakat, seperti penyediaan waktu yang optimal
dalam musyawarah, serta adanya upaya pengurangan/pencegahan

terjadinya dominasi oleh elit atau kelompok tertentu.
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Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan sudah diberi
ruang melalui pelibatannya dengan semangat gotong royong. Hal ini
dilakukan agar peran masyarakat desa tidak hanya menjadi sarana
mobilisasi pemerintah desa dalam mendukung kelancaran dan
keberhasilan program pembangunan desa yang sudah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikann aspirasi sangat
diperlukan dalam merencakan pembangunan yang akan dilakukann
guna untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Apabila
masyarakat tidak aktif dalam menyampaikan aspirasinya, maka
pembangunan yang dilakukan dalam suatu daerah akan terhambat
atau tidak merata.

Tegaknya Supremasi Hukum

Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum, dimana
terdapat banyak sekali aturan — aturan yang disahkan oleh
Pemerintah dalam menjalankan Pemerintah yang baik. Pemerinntah
desa diharuskan untuk menerapkan semua aturan — aturan yang
sudah disahkan oleh pemerintah pusat guna untuk menjalankan
pemerintahan yang baik dan terhindar dari segala aturan yang
bersifat merugikan negara. Peraturan — peraturan tersebut diatur oleh
pemerintah dalam rangka menjalankan suatu pemerintah yang
nantinya akan menjadi pengendali, atas semua kegiatan yang

dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, dalam menjalankan
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Pemerintahan diharuskan untuk mengikuti aturan — aturan yang
berlaku.
Peduli Kepada Masyarakat

Segala sesuatu yang direncanakan oleh suatu Lembaga
pemerintahan  harus dapat melayani semua pihak yang
berkepentingan, terutama masyarakat. Dalam merencanakan
pembangunan di suatu daerah, pemerintah harus mengetahui apa saja
yang dibutuhkan masyarakat dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan
oleh masyarakat karena masyarakat lah yang nantinya akan
menggunakan fasilitas tersebut.
Berorientas Terhadap Konsensus

Tata pemerintahan yang baik harus dapat menjembatani
kepentingan — kepentingan masyarakat yang berbeda — beda demi
terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang
terbaik bagi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh
pemeritahan harus berorietasi atas kepentingan masyarakat.
Efektif dan Efisien

Proses — proses pemerintah dan lembaga — lembaga harus dapat
membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat
sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menggunakan sumber
daya yang ada dengan seoptimal mungkin. Pengelolaan sumber daya
publik harus dapat dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan

berhasil guna (efektif).
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Keadilan (Fairness)

Keadilan atau Fairness yaitu melindungi segenap kepentingan
masyarakat dan rekayasa — rekayasa dann transaksi — transaksi yang
bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kesetaraan merupakan
keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan
keseimbangan distribusi  hak dan kewajiban berdasarkan
pertimbangan yang objektif.

Trasparansi (Transparancy)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4
ayat 7 dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Prinsip transparansi tidak dimuat secara eksplisit dalam Undang
— Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun dari asas-asas
yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
terdapat asas keterbukaan yang pengertiannya mendekati konsep
transparansi.

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang
untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan
dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Keterbukaan

informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang
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sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi
publik.

Makna asas keterbukaan hanya berkaitan dengan keterbukaan
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang benar,
jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi juga berkaitan dengan
aspek kemudahan masyarakat dan stakeholders dalam mengakses
informasi. Kriteria Informasi yang disediakan demi mendukung
partisipasi masyarakat, yaitu kemudahan untuk dapat dipahami,
ketepatan ~ waktu, dan  kelengkapan informasi  tentang
penyelenggaraan pemerintah desa (Sutopo, 2015).

Selain itu prinsip transparansi ini juga meningkatkan keterbukaan
dan kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu serta
benar dan dapat diandalkan. Transparansi disini memberikan arti
bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk
mengetahui proses anggaran. Hal ini berkaitan dengan aspirasi dan
keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup
masyarakat.

Tanggungjawab (Responsibility)

Pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi hukum dan
peraturan yang berlaku termasuk tertanggap terhadap kepentingan
masyarakat. Tanggungjawab atau responsibility merupakan wujud
dari  kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan
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kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam ranngka pecapaian

tujuan yang telah ditetapkan.
i.  Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai faktor pendorong yang
menimbulkan tekanan kepada aktor-aktor terkait untuk bertanggung
jawab atas pelayanan publik dan jaminan adanya kinerja pelayanan
publik yang baik. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas,
pertanggungjawaban, tanggung gugat (Ratnawati, 2006)

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan
melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi
keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban
akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan
tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk
mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara
lisan maupun tulisan (Sulistiyani, 2005).

Prinsip akuntabilitas sudah diatur secara jelas dalam undang-undang
desa, dimana secara konseptual pengertian yang dicantumkan dalam
penjelasan undang-undang sudah sesuai dengan konsep akuntabilitas.
Pertanggungjawaban kinerja pemerintahan desa ditujukan kepada
masyarakat desa yang merupakan pemilik sebenarnya dari kekuasaan

yang diberikan kepada pemerintah desa (Sutopo, 2015).
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2. Pelayanan Publik

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada
kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur
penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian (melayani)
keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
ditentukan.

Pelayanan Publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan
memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani
kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang; (3)
kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.
(Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2007).

Pengertian pelayanan publik atau pelayanan umum adalah
Pelayanan Publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai
segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun
jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah : Segala

30



bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di
daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka
pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan
kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan penduduk
untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa dan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal.
Pengertian lain mengenai pelayanan publik adalah : Melayani keperluan
orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada
organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan
ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.
(Hardiyansyah, 2011:12)

Dari pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa
pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan

oleh pemerintah baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu
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sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan yang telah
ditetapkan dengan segala sarana, dan perlengkapannya melalui prosedur
kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan
jasa.

Pelayanan publik yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk
dalam segala bentuk pelayanan pada masyarakat yang dilakukan oleh
Kantor Kecamatan Boeobudur Kabupaten Magelang dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat wilayah kecamatan Pengasih yang dilakukan
berdasarkan asas, prinsip dan standar pelayanan publik agar mewujudkan
pemerintahan yang demokratis.

. Pelayanan Administrasi

Administrasi umumnya dikenal sebagai unsur yang tidak dapat
dipisahkan dengan organisasi dan manajemen. Apabila salah satu unsur
tersebut tidak ada maka dalam sebuah sistem tidak akan berjalan. Oleh
karena itu peran administrasi sebagai faktor penunjang kerja dalam
organisasi dalam berbagai aspek dalam rangka penunjang tujuan
organisasi  sebagaimana  dalam  perencanaannya. = Memberikan
pemahaman bahwa pengertian administrasi adalah seluruh proses
administrasi dalam penentuan sasaran dan pencapaiannya dengan
menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien melalui dan

bersama-sama orang lain secara terkoordinasikan dengan menerapkan
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fungsi-fungsi  perencanaan, eksekusi, pengorganisasian, persuasi,
kepemimpinan, dan penilaian. (Sugandha (1991 : 13)

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada
keputusan yang telah diambil dari pelaksanaan itu pada umumnya
dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan.
(Sondang, P Siagian (1985 : 2).

Pengertian administrasi dalam pengertian sempit yaitu berhubungan
dengan ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam pengertian sempit
yaitu seni dan ilmu dalam mengelolah sumber daya 7M + 1li (Man,
money, material, methods, machines, marketing, and minutes +
information) Brech (Usman (2006 : 2).

Batasan pengertian bahwa administrasi adalah bagian dari proses
manajemen yang berhubungan dengan institusi dan pelaksanaan prosedur
yang digunakan untuk menentukan dan mengkomunikasikan program
dan perkembangan kegiatan diatur dan dicek berdasarkan target dan
rencana.

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala. la
akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan
sejarah peradaban manusia, maka di Asia Selatan termasuk di Indonesia
Cina dan Mesir Kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan
pemerintah. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan

sebutan administrasi publik/ Negara (Thoha; 2008).

33



Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan umtuk
mencapai tujuan, sedangkan daministrasi dalam arti yang sempit adalah
segenap proses pelayanan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan sebelumnya.

Proses pelayanan ini dapat diartikan sebagai penyelengaraan ataupun
proses kegiatan. Administarsi mempunyai dua arti yaitu administrasi
dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. secara sempit
administarsi diajukan sebagai kegiatan tulis menulis tentang segala
sesuatu yang terjadi dalam organisassi atau usaha. jadi administrasi tak
lebih dari perkerjaan tata usaha. seperti perkerjaan mengetik.dan
lainnya(proses pelayanan) sedangkan dalam arti luas merupakan kgiatan
yang dilakukan untuk mencapai tujuan (Haw. Widjaja, 2003).

Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pengerakan dan pengawasan. Administrasi diartikan sebagai suatu proses
penorganisasian sumber-sumber sehingga tugas perkerjaan dalam
organisasi tinggkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses
administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan
erat dengan tiga tingkatan umum dalam hiarki formal di tingkat atas yaitu
fungsi pengarahan organisasi terutama berkaitan dengan proses
perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai.ditingkat
menengah yaitu fungsi manajemen organisasi terutama berkaitan dengan
upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu perkerjaan yang terus

berlangsung lama,seperti memberikan bahan-bahan,sarana-
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sarana,intruksi-intruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan staf teknisi
atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil).

Ditingkat bawah adalah fungsi pengawas dalam kontak langsung
dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis,fungsi pengawasan
sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan
teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.(Sahya
Anggara;2012;11).

Dari pendapat tersebut dapatlah diberikan pandangan bahwa
administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan yang ada dalam
suatu organisasi Yang menjunjung kegiatan-kegiatan organisasi dengan
dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya. Hal ini sangat jelas, bahwa Kketerlibatan
administrasi dapat memberikan wahana tersendiri dalam organisasi.

. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasala dari bahasa sansekerta, deca yang
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari persepektif
geografis, desa atau vilagge yang diartikan sebagai “a groups of houses
or shops in acountry area, smaller than and town”. Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah
tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam
Pemerintahan Nasional dan berada di derah Kabupaten. Desa menurut
H.A'W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”

menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum
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yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat
istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa
adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat (Haw, Widjaja, 2003).

Menurut  R.Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi  yang
dikemukakanya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis,
sosial, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki
hubungan timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto, 1989).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan
wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa
merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa,
mengatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan

pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa
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dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dihormati

dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian menurut para ahli dan Undang-Undang diatas sangat jelas
bahwa desa merupakan self comunity yaitu komunitas yang mengatur
dirinya sendiri. dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan
untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan
kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki
otonomi asli sangat strategis sehingga memrlukan perhatianyang
seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang
mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan
koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-
lembaga dimana mereka ditempatkan. secara etimologi, pemerintahan
dapat diartikan sebagai berikut :

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di
dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki
wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan
yang melakukan kekuasaan memerintah.

c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti
perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

(Syafiie 2011:4)

37



5. Otonomi Desa

Secara etimologi, berasal dari bahasa yunani “autos” yang artinya
sendiri, dan “nomos” yang berarti hukuman atau aturan. Menurut ahli
koesoemahatmadja otonomi adalah perundangan sendiri, lebih lanjut
mengemukakan bahwa menurut perekembangan sejarahnya di Indonesia,
otonomi selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga
mengandung pengertian pemerintahan (Mochtar Koesomahadja, 1979
Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat,
dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya
pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh
desa tersebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
susunan asliberdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan
hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan,
harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dalam perkembanganya otonomi desa semakin asli, nulat, dan utuh
jika kita lihat berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang di
dalamnya mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 yang telah di perbaharukan dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan puncaknya otonomi desa
diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
dimana desa mempunyai aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan

pemrintahan secara asli, bulat, utuh dan mandiri.
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Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan
cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Desa telah berkembang dalam berbagai
bentuk sehingga perlu dilindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat,
maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan
tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur
sendiri dengan undang-undang.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang
ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti
perkembangan desa tersebut.

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam
penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai
tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan
kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara
integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan
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rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1).

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional
yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa
adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa Yyang
bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa. Dan pemeritahan Desa adalah Pemerintahan Desa

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
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masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemeritah desa, yakni
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh
perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kewenangan desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan adat istiadat desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 yakni :

1) Desa berhak:

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak
asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;

c. Mendapatkan sumber pendapatan;

2) Desa berkewajiban;

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan
masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyrakat desa;

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
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e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
desa.

Tujuan pemebentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan
kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga akar
rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi untuk
pembentukan desa yakni: pertama, faktor luas terjangkau dalam
pelayanandan pembinaan masyarakat, kedua, faktor letak yang memiliki
jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, ketiga, faktor sarana
prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasran, sosial, produksi,
dan sarana pemerintahan desa, keempat, faktor sosial budaya, kelima,
faktor kehidupan masyarakat yaitu tempat untuk keperluan mata
pencaharian masyarakat (Dwipayana, AridanSuntoroEko, 2003,
Membangun Good Governance di Desa,lInstitute of Research and
Empowerment, Yogyakarta).

Manfaat otonomi desa yaitu pemerintah desa mempunyai wewenang
untuk mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri serta pemerrintah
desa dapat mengembangkan potensi yang ada di desanya secara utuh.
Menurut Sutoro eko tujuan adanya otonomi Desa yaitu:

1. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat
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2. Memperbaiki pelayanan public dan pemerataan pembangunan,
menciptakan efesiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan lokal.

3. Meningkatkan Kesejahteraan perangkat desa.

4. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa
untuk membangkitkan potensi desa.

5. Sebagai tempat pe,belajaran bagi pemerintah desa,BPD, dan
masyarakat

Meningkatkan rasa partisipasi masyarakat lokal. (Sutoro ejo,

pembaharuan otonomi daerah, (Yogyakarta,Pmd Press, 2005).
6. Pemerintah Desa

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan
dalam suatun organisasi Negara, pemerintahan sebagai lingkungan
jabatan adalah alat-alay kelengkapan Negara seperti jabatan esekutif,
jabatan legislatif, jawaban yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya.
Pemrintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap di sebut juga
pemerintahan dalam arti statis, dan dapat di artikan dalam arti dinamis,
yang berisi gerak atau aktifitas berupa tindakan atau proses menjalankan
kekeuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan
yang melekat pada lingkungan jabatan pemerintahan, karena disebut
pemerintah (Nurmayani. 2009).

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional

yang penyelenggaraanya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa
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adalah suatu proses dimana usaha-usaha pemerintah untuk
menoingkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih. 2006).

Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 adalah Peneyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) Peraturan pemerintah
nomor 47 tahun 2015).

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau di sebut nama lain
adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggaraan
pmerintahan desa (Badrudin rudy, Ekonomika otonomi daerah,
Yogyakarta:UPP STIM YKPN,2012).

1. Kepala Desa
Kepala Desa merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang
kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan lain-lain
merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang
di tunjuk oleh pemerintah (Ndraha taliziduhu, Dimensi-dimensi
Pemerintahan des, Jakarta: bumi aksara, 1991).
a. Kewenagan dan/atau fungsi kepala desa, dalam Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2016 Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

3. Memegang kekuasaan pengelelolaan keuangan dan asset desa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Menetapkan peraturan desa

Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja desa

Membina kehidupan masyarakat

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
mengintegrasikanya agar mencapai perekonomian skala
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
desa.

Mengembangkan sumber pendapatan desa.

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan
Negara guna meningkatkan kesejahteraasn masyarakat desa.
Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
Memanfaatkan tekhnologi tepat guna.

Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk
kuasa hukum hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan (Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor

6 Tahun 2014).
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2. Perangkat Desa
Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang
diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas
nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab kepada
kepaladesa dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya.
a. Kewenagan dan/fungsi Perangkat Desa:
Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
kewenanganya.
3. Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
a. Kewenagan dan/fungsi Badan Permusyawaratan Desa
1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
Melakukan pengawasan kinerja Kepala desa (Pasal 26 Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014).
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah
yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisa, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang lebih mendalam
terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan
atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan
(Soerjono Soekanto,1998).

3.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris,
yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti secara
langsung terhadap objek yang di teliti. (Ronny Hanitijo soemitro, Metode
Penelitian Hukum dan Jurimeri, Bogor: Ghalia Indonesia,1990).

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Good Governance
Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur.

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan dasar-dasar
teori yang penulis dapat dari berbagai literatur atau kepustakaan, arsip atau
dokumen publikasi hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum,

khususnya Hukum Tata Negara.
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3.2 Bahan Penelitian

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunaka 2 (dua) jenis data

yaitu :

1.

Data Primer adalah data yang dilakukan dengan wawancara yaitu
dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan — pertanyaan
sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi — variasi
pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara guna
memperoleh data yang berhubugan dengan masalah yang diteliti.
Data Sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna
mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat — pendapat atau tulisan
— tulisan para ahli atau pihak — pihak lain yang berwenang dan juga
untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk — bentuk ketentuan
formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.
a) Bahan Primer
Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1) Undang — Undang Nomor 25 Tahu 2009 Tentang Pelayanan
Publik.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

4) Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63 Tahun 2003.
b) Bahan Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku — buku
teks, kamus hukum, jurnal — jurnal hukum.
¢) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, meliputi :
1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3.3 Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam kasus ini adalah diskriptif-analisis, yaitu
mengambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-
teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut
permasalahn diatas. Analisis deskriptif adalah metode analisa data dengan
memilah data yang tepat untuk menggabarkan keadaan yang sebenarnya di
lapangan. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mendiskripsikan secara

sistematis, faktual, akurat terhadap suatu objek yang ditetapkan untuk
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menemukan sifat, karakteristik dan faktor tertentu, dimulai dari faktor dan
teori yang umum dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk
mejawab permasalahan, dan kemudia dianalisi dalam bentuk laporan
penelitian.

Penelitian yang bersifat diskriptif menurut Moh Nazir adalah sesuatu
bentuk penelitian yang ditunjukan untuk menggambarkan fenomena yang
ada penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundangan
yang berlaku dikaitkan denan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan
perlindungan konsumen dengan pelaku usaha.

3.4 Populasi dan Sample
a) Pengertian populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh
individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh untuk
yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar, maka kerap
kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu (Roni Hanitijo
Soemitro, Metodelogi Hukum dan Jurimateri, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990).

Populasi yang sangat besar dan luas, maka tidaklah mungkin
meneliti seluruh populasi karena hal ini memerlukan waktu yang lama,
serta tenaga, dan biaya yang besar, maka dari itu dalam penelitian ini
tidaklah perlu menyelidiki semua obyek atau individu untuk
mendapatkan gambaran yang besar mengenai keadaan populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelayanan administrasi

dalam pemerintahan desa di kecamatan borobudur.
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b) Teknik Pengambilan Sample dilakukan dengan mempergunakan teknik
purposive sampling bertujuan dilakukan dengan cara mengambil
subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan
keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil
sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Teknik pengambilan
sampel dengan mempergunakan pertimbangan tersendiri berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan
anggota sampel.

Kriteria-kriteria penerapan tersebut karena kedekatan sampel
dengan permasalahan yang diteliti, baik dari segi posisi, wewenang atau
aktifitasnya dalam memberikan penjelasan bagi permasalahan. Kriteria
yang dimaksud, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan
langsung dalam permasalahan, adapun responden dalam penelitian ini.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan
dengan“purposive sample” yaitu memilih secara sengaja dengan
pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak
mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan
diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi. Adapun
yang menjadi respondennya lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

1) Informan
a) Kepala Desa Borobudur
b) Sekretaris Desa Borobudur

c) Kepala Desa Tanjungsari
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d) Sekretaris Desa Tanjungsari
e) Kepala Desa Wringinputih
f) Sekretaris Desa Wringinputih
g) Kepala Desa Kembanglimus
h) Sekretaris Desa Kembanglimus
i) Kepala Desa Bumiharjo
J) Sekretaris Desa Bumiharjo
k) Kepala Desa Kebonsari
I) Sekretaris Desa Kebonsari
Responden
Dalam penelitian ini responden yang direncanakan adalah
responden tokoh masyarakat (Agama, Pemuda, Perempuan,
Guru/Pendidik, dll) yang ada di setiap desa. Adapun rinciannya
sebagai berikut :

Responden Tokoh Masyarakat

a) Tokoh masyarakat Desa Borobudur 5 Orang
b) Tokoh masyarakat Desa Tanjungsari 5 Orang
c) Tokoh masyarakat Desa Wringinputih 5 Orang
d) Tokoh masyarakat Desa Kembanglimus 5 Orang
e) Tokoh masyarakat Desa Bumiharjo 5 Orang
f) Tokoh masyarakat Desa Kebonsari 5 Orang
Jumlah 30 Orang
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3.5

3.6

3.7

Alat Penelitian
Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk
mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang
dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid
(sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan
kenyataan).
Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti
untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang
akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku
ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, tesis dan disertasi,
peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, clan sumber-sumber
tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.
Studi Lapangan
Studi Lapang (field research). Study lapang ini dimaksudkan yaitu
penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah
ditentukan. Teknik pengumpulan data Study lapang ditempuh dengan cara
sebagai berikut :
1) Observasi
Proses pengambilan data dalam penelitian di mana Peneliti atau
Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek

penelitian.
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3.8

2) Wawancara
Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman
wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang
mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan
jawaban atas pertanyaan).
3) Kuisioner
Dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah
responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas
sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
4) Dokumentasi
Teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik
wawancara mendalam.
Metode Analisa Data
Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah
dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan yang
berlaku. Pada tahapan ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian
rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dipakai
untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.
Analisa data yang digunakan dalam metode kualitatif maksudnya
lalah suatu cara penelitian yang dinyatakan untuk menghasilkan data
deskriptif kualitatif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun

lisan.
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3.9

Analisis tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian
yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan kenyataan-
kenyataan yang terjadi pada Implementasi Good Governance dalam
Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Borobudur.
Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahsan skripsi
dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan
merupakansuatu persoalan yang diteliti. Penelitian ini secara keseluruhan
terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika
penulisan.

Bab kedua, adalah deskripsi umum tentang pengertian Good
Governance, pengertian pelayanan publik, pengertian pelayanan
administrasi, pengertian desa,pengertian otonomi desa, pengertian
pemerintahan desa.

Bab ketiga, Metodologi penelitian.

Bab keempat,adalah menjelaskan mengenai hasil bagaimana
Imeplementasi Good Governance dalam Pelayanan Administrasi
Pemerintah Desa di Kecamatan Borobudur, juga apa saja yang menjadi
faktor penyebab implementasi Good Governanve dalam pelayanan
administrasi di pemerintah desa.

Bab kelima, yaitu Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Good Governane

Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur.

Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

v’ Pelaksanaan prinsip — prinsip Good Governance dalam pelayanan
administrasi pemerintah desa di Kecamatan Borobudur terutama prinsip
Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas belum terlaksana dengan baik
atau belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan dengan beberapa
hal terutama mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana
yang ada di beberapa desa.

v" Faktor — faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan administrassi
di Desa Swasembada, Swakarsa dan Swadaya yitu :

Faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang masih
memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali
kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, selain itu faktor sarana
dan prasana bagi desa yang belum mempunyai banyak sarana dan
prasarana sangat menghambat dalam pelayanan administrasi dan
gangguan cuaca yang mengakibatkan listrik padam. Selain adanya
faktor peghambat ada pula faktor pendukung bagi beberapa desa
seperti sumber daya manusianya yang sudah baik dan sarana

prasarana sudah mencukupi untuk melakukan pelayanan.
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1.2 Saran
Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

A. Pencapaian partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi pemerintah
dimasing — masing desa berbeda dan dalam hal ini perlu di tingkatkan
kembali agar kedepannya menjadi lebih baik dengan tujuan
terpeliharanya good governance di beberapa Desa di Kecamatan
Borobudur.

B. Perlu adanya pendidikan / pelatihan mengenai teknologi melihat status
pendidikan setiap pegawai sangat berpengaruh agar pelayanan berjalan
dengan lancar melihat sistem pelayanan saat ini menggunakan sistem
berbasis online.

C. Penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana di masing —
masing desa yang masih kurang agar pelayanan administrasi berjalan

dengan lancar.
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